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ABSTRAK 

Gito Indrianto Rambe, 201420252007, Kedudukan Hukum Paralegal dan Dosen dalam 

Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum, Jumlah Halaman, 122, 2017. 

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Paralegal, Dosen, Mahasiswa, Pemberi Bantuan 

Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Undang-Undang Bankum. 

Latar Belakang penulisan ini adalah perihal dipermasalahkannya paralegal, 

dosen, dan mahasiswa ketika mendampingi dan/atau mewakili penerima bantuan 

hukum di tingkat litigasi. Padahal keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2011 tentang Bantuan Hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang 

memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan. Paralegal, 

Dosen, serta Mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum, juga 

mempunyai hak untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang 

kurang mampu secara ekonomi. Namun demikian, kedudukan hukum paralegal, 

dosen, dan mahasiswa, sering dipermasalahkan. Pokok permasalahan ang 

muncul adalah Bagaimana kedudukan hukum paralegal, dosen, dan mahasiswa 

dalam  memberikan bantuan hukum berdasarkan Pasal 9 huruf a Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Bagaimana hambatan dan 

permasalahan paralegal, dosen, dan mahasiswa dalam memberikan bantuan 

hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-

empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer, 

data sekunder, dan data tersier. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Pembahasan dalam tlisan 

ini adalah bahwa Kedudukan hukum paralegal, dosen, dan mahasiswa dalam  

memberikan bantuan hukum masih banyak dipermasalahkan baik hakim maupun 

pihak lawan dalam berperkara di depan pengadilan. Padahal paralegal, dosen, dan 

mahasiswa mempunyai kedudukan yang kuat yang didasarkan pada Pasal 9 huruf 

a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; putusan MK 

nomor 88/PUU/2004, terkait dengan legalitas paralegal, dosen, dan mahasiswa 

dalam memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Diketahui 

bahwa, hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh paralegal, dosen, dan 

mahasiswa dalam menjalankan bantuan hukum rata-rata bersifat normatif.  
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ABSTRACT 

Gito Indrianto Rambe, 201420252007, Legal Status of Paralegals and Lecturers 

in Providing Legal Aid Under Law No. 16 of 2011 on Legal Assistance, Number 

of Pages, 122, 2017. 

Keywords: Legal Aid, Paralegals, Lecturers, Students, Legal Aid, Legal Aid 

Beneficiaries, Banking Law. 

Background of this writing is about paralegals, lecturers, and students 

questioning when accompanying and/or representing legal aid recipients at the 

litigation level. Whereas the existence of Law No. 16 of 2011 on Legal Aid can not 

be separated from the legal reform agenda that gives the right for its citizens to 

get justice. Paralegals, Lecturers, and Students who are members of the Legal Aid 

Organization, also have the right to provide legal assistance to economically 

disadvantaged communities. However, the legal status of paralegals, faculty, and 

students, is often disputed. The main problems arising are how the legal status of 

paralegals, lecturers, and students in providing legal assistance based on Article 

9 letter a of Law Number 16 Year 2011 on Legal Aid; How are the obstacles and 

problems of paralegals, lecturers, and students in providing legal assistance. The 

research method used in this paper is juridical-empirical. Research is descriptive. 

The data used are primary data, secondary data, and tertiary data. Techniques 

used to collect data are techniques of document study and interview techniques. 

Discussion in this tlisan is that the legal status of paralegals, lecturers, and 

students in providing legal assistance is still much questioned both the judge and 

the opponent in litigation in front of the court. Whereas paralegals, lecturers, and 

students have a strong position based on Article 9 letter a of Law Number 16 Year 

2011 on Legal Aid; Decision of the Constitutional Court number 88/PUU/2004, 

relating to the legality of paralegals, lecturers, and students in providing legal 

assistance to legal aid recipients. It is known that, the obstacles and problems 

faced by paralegals, lecturers, and students in carrying out legal aid on average 

are normative. 
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